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UPAYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN NETRALITAS PEGAWAI ASN

A, Pengertian

Pembinaan Netralitas Pegawai ASN adalah usaha, tindakan, dan kegiatan
yang ditujukan untuk mewujudkan netralitas Pegawai ASN dalam
penyelengegaraan Pemiliban Umum dan Pemilihan,

Pengawasan Netralitas Pegawai ASN adalah usaha, tindakan, dan kegiatan
vang ditujukan wuntuk menjamin netralitas Pegawai ASN  dalam
penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan berjalan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana

kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
anggola Dewan Perwakilan Daecrah, Presiden dan Wakil Presiden, dan
untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah, vyang
dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati. serta

Wali Kota dan Wakil Wali Kota vang selanjutnya discbut Pemilihan adalah
pelaksanaan kedaulatan rakyvat di provinsi dan kabupaten/kota untuk
memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupat dan Wakil Bupati, serta
Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.

Bakal calon peserta Pemilu adalah warge negara Indonesia vang
mendaftarkan diri dan memenuhi persyaratan untuk mengikuti Pemilu
sesual Ketentuan peraturan perundang-undangan.



Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota
DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk
Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yvang diusulkan oleh partai
politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden,

. Peserta Pemilihan adalah pasangan Calon Gubernur, Wakil Gubernur,

Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang telah memenuhi
syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.

- Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN

adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian
kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas
dalam suatu jabatan pemerintahan atau dizerahi tugas negara lainnya dan
digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Satuan Tugas Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN yang
selanjutnya disebut Satgas adalah Satuan Tugas vang bertugas untuk
melakukan pencegahan dalam bentuk sosialisasi, melakukan penindakan,
melakukan monitoring dan evaluasi yang terdiri dari unsur Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian
Dalam Negeri, Komisi Aparatur Sipil Negara, Badan Kepegawaian Negara
dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

. Pembinaan Netralitas Pegawai ASN

Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)/Pejabat Pelaksana Tugas (Plt)/Penjabat
Kepala Daerah (Pj)/Penjabat sementara (Pjs) dan Pejabat yvang Berwenang
(PyB) pada instansi pemerintah agar:

1.

=,

melakukan sosialisasi peraturan terkait netralitas Pegawai ASN dalam
penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;

melakukan lkrar bersama dan penandatanganan Pakta Integritas
netralitas Pegawai ASN di lingkungan instansi masing-masing (conoh
format Ikrar dan Pakta Integritas terdapat pada bagian [D);

melakukan upaya pencegahan dini terhadap keglatan yang dapat
mengakibatkan terjadinya pelanggaran netralitas Pegawai ASN dalam
penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;

bekerjasama dengan pihak terkait dalam pelaksanaan pembinaan
netralitas Pegawai ASN;

menerapkan sistem informasi Aparatur Sipil Negara vang terintegrasi
terkait pelanggaran netralitas Pegawai ASN dan sanksi yvang telah
dijatuhkan;

melakukan komunikasi publik untuk menjaga netralitas Pegawai ASN;
dan

melakukan langkah-langkah pembinaan lain vang diperlukan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan,



C. Pengawasan Netralitas Pegawai ASN
Pejabat Pembina Kepegawaian [PPK)/Pejabat Pelaksana Tugas (Plt)/Penjabat
Kepala Daerah (Fj)/Penjabat sementara (Pjs) dan Pejabat yang Berwenang
(PyB) pada instansi pemerintah agar:

membentuk Tim Internal yang bertugas untuk melakukan pengawasan
terhadap netralitas Pegawai ASN;

mengidentifikasi  titik-titik  rawan  terjadinya pelanggaran  netralitas
Pegawai ASN pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan
sesuai dengan yang tercantum pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum
tentang Tahapan Pemilu dan Pemilihan;

menindaklanjuti rekomendasi KASN untuk melaksanakan penegakan
kode etik maupun disiplin Aparatur Sipil Negara berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan netralitas Pegawai

ASN;

- bekerjasama dengan pihak terkait dalam pelaksanaan pengawasan

netralitas Pegawal ASN; dan
menyampaikan hasil pembinaan dan pengawasan netralitas Pegawai ASN
pada saat dilakukan monitaring dan evaluasi oleh Satgas,

D. Contoh Format [krar dan Pakta Integritas
1. Format Ikrar
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2. Format Pakta Integritas
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